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INTISARI 
Bahwa mengenai legalitas sebuah perjanjian baku didalam perumahan kaitannya dengan Undang – Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen banyak mengandung kelemahan terutama untuk para pihak konsumen. Dikatakan mengandung kelemahan karena tidak adanya kesepakatan didalam perjanjian baku yang mana perjanjian tersebut seharusnya terdapat kesepakatan kedua belah pihak melainkan hanya satu pihak saja. Sedangkan pihak pemohon dalam memberikan kesepakatan adalah fiktif belaka. Secara Formal dapat dikatakan perjanjian baku ini tidak sah. Namun perjanjian pada umumnya akan sah menurut hukum,apabila memenuhi syarat –syarat yang telah ditetapkan undang – undang yaitu Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan diantara para pihak,kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dari syarat - syarat KUH Perdata inilah banyak sekali bentuk awal perjanjian yang lahir tanpa memperhatikan Undang - Undang Perlindungan Konsumen yang salah satu syarat membuat perjanjian dalam KUH Perdata adanya kecakapan lalu banyak masyarakat yang menyetujui tanpa memperhatikan hal - hal yang seharusnya mereka dapatkan. Inilah sumber dimana banyak perjanjian baku ini dianggap layak secara hukum untuk digunakan dalam perjanjian atau kesepakatan dalam kehidupan sehari - hari. Dengan Demikian  hendaklah dalam perjanjian baku haruslah mengandung kesepakatan berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Konsumen dan Undang - Undang Pasal 1320 KUH Perdata, jika kedua pasal tersebut terdapat didalam suatu perjanjian maka perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sempurna karena terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen maupun pihak developer.  
Kata kunci : Legalitas, Perjanjian Baku, Undang - Undang Nomor 8 Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen
ABSTRACT

That the legality of a raw deal in Relation to housing law number 8 of 1999 about consumer protection contains many weaknesses, especially for consumer. Is said to have suffered from the lack of agreement by both parties but one party only. While the applicant in providing the deal is fictious. Formally can be said of this standard contract is not valid. However, the Agreement will generally lawfull, if it meets the requirements established law that article 1320 of the civil code which states that terms of his agreement is valid agreement between the parties, ability to make an agreement, a certain thiny and a cause that kosher. Civil code of the terms here so many early forms of agreement that was born who was born without regard to consumer protection act is one of the requirements to make an agreement in the presence of the civil code and the skills many people who approve without paying attention to things that they should get it. This is where a lot of sources of law agreement is legally considered to be feasible of use in an agreement or agreements in everyday life. Thus should be in standard contract must contain an agremment by consumer protection law and article 1320 of the civil code laws. If both articles contained in a agreement then the agreement can be said to be perfect because there is a balance between the rights and obligations of both consumers and developer.
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1. PENDAHULUAN
Peran strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan kehidupan adalah suatu aturan hukum sebagai landasan berpijak guna terciptanya ketertiban umum, khusus dibidang Jual Beli Rumah. Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa. Pembinaan serta pengembangan demi kelangsungan, peningkatan kehidupan, penghidupan masyarakat,dan pemukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan semata - mata, tetapi merupakan proses bermukimnya manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan diri dan menampakan jati diri. 
Tidak semua masyarakat bisa dengan mudah membangun rumah, diperlukan berbagai hal sehingga rumah itu bisa didirikan dan ditempati. Tanah, Kepenilikan surat, struktur bangunan, tes kelayakan dan uji coba, perizinan pendirian bangunan. Banyak masyarakat yang tidak ingin direpotkan dengan hal seperti itu, karena itu masyarakat yang ingin membangun atau membeli rumah menempuh cara yang lebih efektif dan tidak menyita banyak waktu, yaitu dengan cara membeli rumah dari agent rumah atau perumahan yang biasa disebut dengan developer dan pembayarannya pun bisa dilakukan dengan cara tunai ataupun kredit. Pembayaran secara kredit melalui sebuah lembaga perbankan yang sudah ditunjuk, perlu diatur secara khusus agar terdapat suatu keseimbangan antara penjual dan pembeli. Yaitu dengan dibuatnya format perjanjian standart yang merupakan kontrak baku atau perjanjian baku. 
Khusus dibidang perjanjian baku, penulis akan focus pada bidang perjanjian baku jual beli perumahan antara penjual dan pembeli. Penjual telah mempersipakan terlebih dahulu format perjanjiannya. Untuk itu penulis ingin meninjau aspek hukumnya. Perjanjian Standart tersebut tidak hanya dikenal dalam hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata misalnya perjanjian standart dalam bentuk jual beli angsuran, perjanjian sewa menyewa, angkatan laut, udara, asuransi standart. Mengingat perjanjian standart ini banyak macamnya seperti yang telah disebutkan diatas, agar lebih mudah memahami pembahasan ini, misalnya Pihak Perusahaan Bank sebagai lembaga pembiayaan telah mempersipakan perjanjian baku yang didalam bentuk perjanjiannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak pihak penjual, sedangkan pihak pelanggan atau konsumen tinggal menyatakan setuju atau tidaknya terhadap ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam format yang disodorkan padanya. 
Menghadapi praktek yang demikian itu, calon pelanggan pada umumnya tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya, sebab apabila pihak pengusaha tidak menyetujui maka permohonan untuk menjadi pelanggan akan gagal. Sedangkan rumah bagi masyarakat adalah hal pokok yang harus segera dipenuhi demi menjamin kemajuan dan turut serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perlu diatur secara khusus tentang perjanjian tentang perjanjian baku agar memperhatikan pihak pembeli supaya perjanjian baku pun diciptakan agar seimbang dan dibuat dengan memperhatikan asas itikad baik dan juga konsumen terlindungi. Sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi keadilan, keseimbangan, keamanaan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. 
Perjanjain baku pelaku usaha sebagai penjual harus juga memperhatikan aturan - aturan hukum, baik yang terdapat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata maupun Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UPK). Setelah berlakunya Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UPK) Perjanjian Baku yang dibuat oleh para pelaku bisnis perlu mendapat perhatian serius agar konsumen mendapatkan perlindungan dan tidak menjadi ajang santapan para pelaku bisnis berprinsip mencari kentungan sebesar - besarnya. 
2.  METODE PENELITIAN
2.1. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2014bertempat di PT. GRHA CIPTA ARSITAMA MANDIRI Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir , Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
2.2. Bahan dan Alat Penelitian
Bahan dan Alat Penelitian yaitu : Data Data yang masi mentah yang perlu diolah agar menjadi sempurna. Sedangkan alat yang digunakan adalah : Hardisk sebagai alat penyimpanan data dan Alat - Alat tulis lainnya. 
     2.3 Rancangan Penelitian 
 Rancangan penelitian ini banyak menggunakan sesi tanya jawab, pengumpulan data kemudian menganalisis memperbanyak nara sumber, dan Turun langsung ke daerah masyarat untuk menanyakan keluhan dan mendapatkan solusinya. 
3. HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN
2.1  Legalitas Perjanjian Baku antara PT.GRHA CIPTA ARSITAMA MANDIRI dengan Pihak Konsumen di Samarinda 
Pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli tersebut antara PT.Graha Cipta Arsitama Mandiri banyak mengandung kelemahan karena hanya menguntungkan pihak perusahaan perumahan, daripada pihak konsumen yang dalam hal ini  seharusnya mempunyai hak dalam menentukan isi sebuah perjanjian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Apabila isi Perjanjian Pengikatan Jual beli ini dikaitkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dapat dikatakan mengandung kelemahan karena dalam perjanjian standart tidak terkandung adanya kesepakatan (konsensus) antara kedua belah pihak, namun dalam kenyataannya hanya menguntungkan satu pihak saja. 
Berdasarkan kondisi riil dilapangan, Pihak Developer sering kali menggunakan kesempatan tersebut untuk membuat ketentuan - ketentuan yang lebih menguntungkan pihaknya, terlebihnya jika posisi tawar - menawar antara pihak tersebut tidak seimbang, maka pihak yang lemah akan dirugikan dari perjanjian tersebut. Hal ini tentu harus ada perlindunan hukum bagi konsumen dalam kondisi baik. Karena adanya ketentuan yang mengatur secara rinci dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen sebagai pedoman payung hukum bagi para pihak. 
Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian baku tersebut, sebenarnya dalam kesepakatannya calon pelanggan tidak ada paksaan tetapi dalam kenyataannya ada rasa keterpaksaan. Dengan demikian timbulah persoalan lain apabila konsumen tidak menyetujui, maka permohonannya akan gagal. Isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak sehingga pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Dengan demikian dalam kenyataannya, bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilaksanakan pihak konsumen dikarenakan pada saat itu tidak terjadi adanya posisi tawar menawar. 
Menurut kondisi riil yang ada dimasyarakat bahwa pembuat perjanjian dalam memberi kesepakatan hanyalah fiktif belaka. Namun demikian perjanjian baku tidak saja mengandung kelemahan, tetapi pada prinsipnya ternyata hal tersebut menyimpang dari asas-asas yang terkandung dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen, Sehingga secara formal dapat dikatakan bahwa Perjanjian baku tersebut dinyatakan tidak sah atau tentang Legalitas dari Perjanjian Baku penulis tegaskan ditinjau dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen, Perjanjian baku tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) jo 1320 KUHPdt. 
Pada umumnya perjanjian akan sah menurut hukum, apabila memenuhi syarat-syarat yang telag ditetapkan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan di antara para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. 
Namun syarat - syarat tersbut diatas banyak jenis perjanjian yang lahir, tanpa memperhatikan makna yang ditentukan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen, yang salah satu syaratnya untuk membuat perjanjian yaitu adanya unsur unsur kecakapan, tetapi disisi lain justru masih banyak masyarakat yang menyetujui tanpa memperhatikan hal hal yang seharusnya mereka dapatkan. Dan merupakan smber penyebab terjadinya persoalan karena dalam kenyataannya banyak perjanjian baku ini dianggap layak secara hukum oleh masyarakat untuk digunakan dalam perjanjian atau kesepakatan dalam kehidupan sehari hari.    
2.2 Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Tersebut Yang Telah dibuat PT.GRHA CIPTA ARSITMA MANDIRI berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
Hasil penelitian penulis dilapangan ada beberapa konsumen yang memang belum merasa puas dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak developer, namun pihak Developer semaksimal mungkin menanganinya dengan membicarakan kembali untuk melihat hal hal apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu untuk mengabulkan permintaan konsumen tanpa memberikan kerugian pada pihak developer dengan pertimbangan sematang-matangnya. Adanya penyelesaian ini dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dari besarnya ganti rugi, atau mengenai tindakan tertentu yang seharusnya diwujudkan. 
Tidak hanya itu penyelesaian untuk para konsumen di Developer ini tentunya perjanjian baku yang dibuat oleh pihak Developer ini diseimbangkan oleh perjanjian - perjanjian lain yang nanti akan didapatkan setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu konsumen dan pihak Developer. 
Pertimbangan - Pertimbangan didalam perjanjiannya pun telah banyak memperhatikan hak - hak para calon pembeli ataupun hak - hak pihak developer. Yang pada dasarnya Undang - Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang Developer ( Pelaku Usaha ) untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku, asal tidak mencantumkan ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 Ayat (1) lebih lanjut bahwa perjanjian baku yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesuai bunyi Pasal 8 ayat (2) 
Kemudian ada juga Dokumen - Dokumen Hukum yang timbul dari Perjanjian Jual Beli Rumah, Perjanjian yang dilakukan dalam bidang perumahan akan melahirkan dokumen - dokumen hukum yang penting seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah. 
Sehingga bagi konsumen yang merasa keberatan dengan isi perjanjian baku tersebut, secara normatif Pihak PT.GRHA CIPTA ARSITAMA MANDIRI bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang,penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, dan perawatan yang sesuai dengan ketentuan perundang - udangan yang berlaku. Ketentuan ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.                                        
4.  KESIMPULAN
Perjanjian baku yang berada ditengah tengah masyarakat masi banyak mengandung kelemahan karena perjanjian standart tidak terkandung adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana isinya hanya menguntungkan satu belah pihak saja sedangkan pihak pemohon dalam memberi kesepakatannya hanyalah fiktif belaka. Namun di PT.GRHA CIPTA ARSITAMA MANDIRI  ada beberapa dokumen dokumen hukum yang mana dokumen tersebut sebagai pendamping perjanjian selain perjanjian baku yang pertama kali disodorkan saat kesepakatan jual beli yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Perjanjian Jual Beli yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yang didalamnya mengatur mengenai jumlah pinjaman dan hal hal lain yang mencakup aspek pembelian rumah dideveloper tersebut. 
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